
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024

TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru
Program Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2014-2025, telah ditetapkan 87
(delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Program
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah ditetapkan 20 (dua puluh)
Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan yang mulai
diimplementasikan sejak tahun 2017, 28 (dua puluh
delapan) Inisiatif Strategis Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai
diimplementasikan sejak 2019, dan 7 (tujuh) Inisiatif
Strategis pendukung 87 (delapan puluh tujuh)
Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Kementerian Keuangan;

c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian arah
Inisiatif Strategis dalam rangka Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan, perlu menetapkan kembali ketentuan
mengenai implementasi Inisiatif Strategis
Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian
Keuangan;
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020
tentang Kementerian Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
98);

2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 977);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2014-2025;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
yang selanjutnya disebut IS Kemenkeu, yang terdiri atas:
a. 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu yang mulai

diimplementasikan tahun 2019 sampai dengan
tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I;

b. 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai
diimplementasikan sejak tahun 2017 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II; dan

c. 7 (tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pendukung
dan 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan yang ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang
Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Implementasi atas 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a,
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh:



- 3 -

a. Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan; dan

b. Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan,

serta dapat disesuaikan dengan perkembangan yang
terjadi berdasarkan arahan Menteri Keuangan.

KETIGA : Implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dapat disesuaikan dengan perkembangan
yang terjadi berdasarkan arahan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Dalam membantu penyelesaian implementasi atas 28 (dua
puluh delapan) IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU huruf a, Ketua Tim Pengelola pada
Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Pusat (Central Transformation Office) dapat membentuk
tim teknis penyelesaian Inisiatif Strategis berkenaan.

KELIMA : Pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a
dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) melalui
koordinasi dengan:
a. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Kelembagaan Unit (Project Management Office); dan
b. masing-masing Unit Organisasi Eselon I di

lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit
Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,

sebagai penanggung jawab IS Kemenkeu.
KEENAM : Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Unit (Project Management Office) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KELIMA huruf a ditetapkan oleh Pimpinan
Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan dan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan.

KETUJUH : Pengelolaan dan pemantauan atas implementasi IS
Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU huruf b dan huruf c dilakukan oleh masing-
masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, melalui Tim Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (Project
Management Office).

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan atas
implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH,
Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Unit (Project Management Office) pada masing-masing Unit
Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi non Eselon yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan dapat menyerahkan pengelolaan dan
pemantauan atas IS Kemenkeu yang dikelola kepada Unit
Organisasi Eselon II di lingkungan Unit Organisasi Eselon
I berkenaan dan/atau unit yang setara pada Unit
Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan
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bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sesuai
dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

KESEMBILAN : Dalam hal diperlukan, Tim Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation
Office) dapat melakukan pemantauan secara langsung
atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c.

KESEPULUH : IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, diimplementasikan berdasarkan tata kelola IS
Kemenkeu yang terdiri atas:
a. manual implementasi dan mekanisme perubahan

manual implementasi (change request);
b. mekanisme penyelesaian IS Kemenkeu (initiative

closing);
c. pedoman penyusunan IS Kemenkeu; dan
d. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan IS

Kemenkeu,
yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai manual implementasi Inisiatif

Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan; dan

b. ketentuan mengenai tata kelola implementasi
Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan,

yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi
Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023
tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian
Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari
2024.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur

Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Keuangan;

3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga National Single Window;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,

Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian

Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat

Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Para Chief Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Kelembagaan (Central Transformation Office); dan
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9. Para Ketua Project Management Office pada Unit
Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

 28 (DUA PULUH DELAPAN) INISIATIF STRATEGIS
KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum
1. Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat

penting di Indonesia, memiliki policy, instrumen, kinerja, dan
pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

2. Lingkungan Eksternal yang dinamis dan kompleks mendorong
pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan redesain institusi
menjadi semakin agile dan adaptif. Masyarakat sangat berharap
adanya transformasi masif di Kementerian Keuangan, karena Fiskal
merupakan Penggerak Utama Transformasi Ekonomi baik jangka
pendek, menengah, dan panjang.

3. Transformasi Pemerintahan menuju Future Government sangat
diperlukan karena adanya pergeseran driver (penggerak) dan struktur
perekonomian, peningkatan penggunaan dan integrasi teknologi,
dinamika geopolitik, perubahan struktur demografi, peningkatan
harapan publik, perlunya reaksi cepat oleh Pemerintah, serta perlunya
Pemerintah berperan aktif terkait perubahan iklim dan ekonomi
inklusif.

4. Untuk menuju Future Government diperlukan Government of One
untuk dapat mengolaborasikan, mengintegrasikan, mensinergikan
layanan Pemerintah kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat,
tidak duplikasi, sederhana, dan efisien.

5. Untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal
maupun internal, serta mewujudkan arah rencana percepatan
transformasi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan visi dan misi
Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian
Keuangan 2020-2024.

6. Visi dan misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
Visi:
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden:
”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
Misi:
Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil
Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan
berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan
berkeadilan), dengan upaya:
a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan

berkelanjutan.
b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui

pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum
yang efektif.
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c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien,
dan produktif.

d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko
minimum.

e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai
kemajuan teknologi.

7. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu
diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sesuai
peta sebagai berikut:

B. IS Tema Sentral
IS Tema Sentral terdiri atas 6 (enam) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
1. Penguatan Budaya Kemenkeu (New Ways of Working)
2. Financial Reporting Single Window (FRSW)
3. Penguatan Peran Profesi Keuangan (Intermediaries)
4. Penguatan Integritas melalui Penguatan Model Tiga Lini Terintegrasi
5. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif

berbasis Peran melalui Learning Path bagi Jabatan Fungsional di
Bidang Keuangan Negara

6. Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak
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C. IS Tema Penerimaan
IS Tema Penerimaan terdiri atas 5 (lima) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
1. Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
3. Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan Terdampak Implementasi

NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang 
4. Peta Jalan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah
5. Transformasi Core Customs

D. IS Tema Fiskal, Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
IS Tema Fiskal, Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
terdiri atas 6 (enam) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
1. Joint Program Tema Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan

Risiko
2. Penguatan Implementasi Integrasi sistem Perencanaan penganggaran
3. Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara
4. Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara
5. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara
6. Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis

E. IS Data Analitik
IS Data Analitik terdiri atas 11 (sebelas) Inisiatif Strategis/proyek data
analitik, sebagai berikut:
1. Peningkatan Keandalan Machine Learning dan Artificial Intelligence

Kemenkeu dalam Pengelolaan Keuangan Negara melalui Audit
Algoritma

2. Data Analytics Profil Risiko Satker
3. Penerapan AI pada Platform Knowledge Management System

Kementerian Keuangan 
4. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan BMN
5. Implementasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan -

Artificial Intelligence
6. Pengukuran Dampak Implementasi Free Trade Agreement (FTA) pada

Perekonomian Indonesia
7. Data Analytics Kajian manfaat ekonomi dan sosial atas pendanaan

lahan PSN dan pembangunan PSN 
8. Data Analytics Kinerja Ekonomi Sektoral (Lanjutan)
9. Simulasi Dampak Perubahan Tarif Pajak dan Kepabeanan Terhadap

Kinerja Ekonomi dan APBN  
10. Pengembangan Customer Risk Management Dalam Proses Bisnis

Lelang
11. Pengembangan Simulation System Realisasi APBN berbasis Artificial

Intelligence
.

F. Piagam (charter) IS Kementerian Keuangan
Gambaran detail 28 (dua puluh Delapan) IS Kementerian Keuangan
sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf G tercantum
pada masing-masing piagam (charter) IS Kementerian Keuangan sebagai
berikut:
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MANUAL IMPLEMENTASI 28 (DUA PULUH DELAPAN)
INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN PADA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
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G. Penggunaan Piagam (Charter) IS Kementerian Keuangan
1. Piagam (Charter) dari masing-masing IS Kementerian Keuangan

dijadikan acuan dalam implementasi IS Kementerian Keuangan.
2. Dengan diimplementasikannya 28 (dua puluh delapan) IS Kementerian

Keuangan tersebut diharapkan misi Kementerian Keuangan, yaitu
melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (struktur
ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3
(pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui

pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang
efektif.

c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan
produktif.

d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko
minimum.

e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan
pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan
teknologi dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian
Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN

20 (DUA PULUH) INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN SEJAK TAHUN 2017

A. Penjelasan Umum
1. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur,

Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, untuk itu Kementerian Keuangan telah menetapkan
strategic outcome Kementerian Keuangan yaitu “Terjaganya
kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal,
belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, berkualitas, dan sustainable”.

2. Dalam upaya mencapai strategic outcomes tersebut diperlukan
langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam beberapa Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan.

3. Perumusan IS RBTK tersebut didasarkan pada analisa SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, and threats) untuk melihat dan
mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang
dihadapi oleh Kementerian Keuangan dengan memperhatikan tugas
dan fungsi Kementerian Keuangan.

4. Kriteria yang digunakan untuk merumuskan IS RBTK meliputi:
a. berdampak langsung pada pencapaian strategic outcomes melalui

optimalisasi peran Kementerian Keuangan;
b. merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian

khusus Menteri Keuangan; dan
c. memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (Connecting the

dots).
5. Strategic Outcomes Kemenkeu pada prinsipnya terbagi dalam 3 (tiga)

outcomes tematik yaitu tema penerimaan “Pendapatan negara yang
optimal”, tema perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang
Akuntabel”, dan tema penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan
Efisien”.

6. Untuk mewujudkan 3 (tiga) outcomes tematik tersebut, selain
dilakukan melalui IS RBTK yang bersifat substantif juga didukung oleh
IS RBTK tema sentral yang menjiwai, mensupport, dan menggerakkan
pencapaian IS RBTK tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan
tema penganggaran dalam rangka pencapaian Strategic Outcomes
Kementerian Keuangan.

7. Gambaran ringkas mengenai Peta Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
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B. Tema Sentral
1. IS RBTK Tema Sentral ditujukan untuk mendukung pencapaian

outcome-outcome pada tema penerimaan, tema penganggaran, dan
tema perpajakan.

2. Tema Sentral akan menjiwai dan menjadi penggerak ketiga tema
lainnya.

3. Adapun IS RBTK Tema Sentral terdiri atas 4 (empat) Inisiatif Strategis,
sebagai berikut:
a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
b. Penyelarasan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Strategi

Kemenkeu melalui Corporate University;
c. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung

pengelolaan keuangan negara yang kredibel; dan
d. Integrasi Perumusan Kebijakan Fiskal.

C. Tema Penerimaan
1. IS RBTK Tema Penerimaan ditujukan untuk mencapai outcome

“Pendapatan Negara yang Optimal” baik dari bidang Pajak,
Kepabeanan, Cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak.

2. Adapun IS RBTK Tema Penerimaan terdiri atas 5 (lima) Inisiatif
Strategis, sebagai berikut:
a. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah;
b. Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk

Optimalisasi Penerimaan Pajak;
c. Joint Program Optimalisasi Penerimaan;
d. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi

untuk Optimalisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
e. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.
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D. Tema Perbendaharaan
1. IS RBTK Tema Perbendaharaan ditujukan untuk mencapai outcome

“Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel” baik di bidang
pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan kekayaan negara.

2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 7 (tujuh) Inisiatif,
sebagai berikut:
a. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan

Terintegrasi;
b. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen

Keuangan Modern;
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur

Distribusi Surat Berharga Negara Ritel secara Online;
d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Penjaminan

Obligasi;
e. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional;
f. Optimalisasi Investasi Pemerintah untuk Mendukung

Pembangunan yang Berkelanjutan; dan
g. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum

Negara dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara) (Internal
Control Over Financial Reporting – ICOFR).

E. Tema Penganggaran
1. IS RBTK Tema Penganggaran ditujukan untuk mencapai outcome

“Belanja Negara yang efektif dan efisien” baik pada belanja pemerintah
pusat maupun pada belanja transfer ke daerah.

2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 4 (empat) Inisiatif
Strategis, sebagai berikut:
a. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara;
b. Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Standar Kesehatan Masyarakat;

c. Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah; dan
d. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan

program pensiun.

F. Piagam (Charter) IS RBTK
Gambaran detil 20 (dua puluh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf
B sampai dengan huruf E tercantum pada masing-masing piagam (charter)
IS RBTK sebagai berikut.
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G. Penggunaan Piagam (Charter) IS RBTK
1. Piagam (Charter) dari masing-masing IS RBTK tersebut di atas

merupakan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema
Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema
Sentral.

2. Dengan diimplementasikannya 20 IS RBTK tersebut diharapkan strategic
outcome Kemenkeu yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui
pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif,
dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable” dapat
dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta
Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN

7 (TUJUH) IS RBTK PENDUKUNG 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) IS RBTK
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/2014

Dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, ditetapkan 7 (tujuh) IS
RBTK Pendukung dalam Tema Penganggaran dan Tema Kepabeanan dan Cukai,
yaitu:
A. Tema Penganggaran

1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer Ke Daerah;
2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tax

Ratio);
3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Peningkatan Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah

Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan; dan
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

B. Tema Kepabeanan dan Cukai
1. Pusat Logistik Berikat Sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional; dan
2. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut.

C. Piagam (Charter) IS RBTK
Gambaran detail 7 (tujuh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf A
sampai dan huruf B tercantum pada masing-masing piagam (charter) IS
RBTK sebagai berikut:
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D. Penggunaan Piagam (Charter) IS RBTK
Piagam (Charter) dari masing-masing IS RBTK dijadikan acuan dalam
implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penganggaran maupun pada Tema
Kepabeanan dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI


		2024-03-27T13:06:27+0000




